
a. bahwa untuk rnenindak lanjuti ketentuan pasal 13 ayat (1) 
Peraturan Pernerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian lr·:ern F'eruerintah, Pimpinan lnstansi Pemerintah 
wajib rnelakukar pemlaian risiko; 

b. ba-iwa dalam rar qka pensrapan sistem pengendalian intern yang 
efektif dan efis on di linqkunqan pemerintah Kabupaten Buton 
Tengah, maka perlu rnenqatur manajemen risiko Pengadaan 
Barang/Jasa dal am benti k Peraturan Bupati; 
ba iwa berdasar-tan perti nbanqan sebagaimana dimaksud pada 
hu uf a dan hur .f b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Manajemen Ri!;iko Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan 
pe Tlerintah kabi. oaten bu ton tengah; 

1. Urdang-Undanu Norn or 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenqqaraa -1 Neg ara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi 
da 1 Nepotisme (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 75, "ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Republik lndone· sia Nomcr 3851 ); 

.2. Urdang-Undan~1 Norror 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembman ~ egara Republik Indonesia Tahun 2003 
Ncmor 45, Tarnbahan l.embaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Urdang-Undan ;1 Norn or 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembman t\ egara Republik Indonesia Tahun 2004 
Ncmor 5, Tarr »ahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Ncmor 4355); 

o. Undang .. Undan~1 Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Penqelolaan dar Tang ~ung Jawab Keuangan Negara (Lernbaran 
Negara Republik lndo 1e!;ia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
6. Undang-Undan ;1 Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan 

Transaksi Eles.rornk (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nornor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4843 l sebagaimana telah diubah dengan 
Undanq-Undan; Nornor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 
Ur 1dang-Undan~; Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan 
Tr ansaksi Elekt 'onik; 

7. Undanq-Undan.; Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
ln'ormasi Publi < (Lerr baran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846); 

8. Undanq-Undan.; Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundanq-undanqan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahur 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Ncmor 5234 ); 

9. Undanc-Undar«; Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan 
K bupaten Buton Tenqah di Provinsi Sulawesi Tenggara 
(Lernbaran Neg,:ira Re!publik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, 
Tambahan Leml:iaran \le~ara Republik Indonesia Nomor 5562); 

10. U danq-Undaru; Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
o, erah (Lembe.ran Mef1ara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebaqairnana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undar q-Uncang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Psrubahan Kecua atas lJndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemenntaha i Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahur 201 b Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
R ,pubtik Indonesia Ncmor 5679); 

11. Undanq-Undan.; Norn Jr 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi 
(L smbaran Net dra RHpL,blik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Ne~ara Republik Indonesia Nomor 6018); 

12. P raturan Pe, ·terintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuanqan Daerah (Lembaran Negara Repubtik 
In onesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Ncmor 4578); 

13. P raturan Pe, ·,erintc1h Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Bn "ang Mil ik Negara/ Daerah (Lembaran Negara 
R .publik Indonesia Tahu 1 2014 Nomor 92); 

14. Peraturan Pernenntah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian 
Ur usan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, dan i:·emerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republi-; lndcnesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negc1 .a Reput lik Indonesia Nomor 4 737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem 
Ps.nqendalian lr1tern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahur1 2008 Nomor 127); 



16. Peraturan Pem nrintah Nornor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
D· erah (Lembaran t~euara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

17. Peraturan Presifen Norr or 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Baranq/Jasa Pumerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tchun 2018 Nornor 32); 

18. Peraturan Men1eri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedornan Penuelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberac.a kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor ;~ 1 Tahur 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalarr Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedornan Per qelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara 
Republik lndonesia Tahu, 2006 Nomor 694); 

19. Peraturan Menk ri Dal arr Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan 1: roduk H .ikum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahur1 2015 Nornor 2036); 

20. Peraturan MentE!fi Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang 
Pernbentukan Unit Ke ·ja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota; 

21. Peraturan Len baga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pere! ·1cana.an Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Serita Negara F!epublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760); 

22. Peraturan Len baga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Repubtik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Swal.elola ,:Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 761 ); 

23. Peraturan Lenbaqa Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
PE merintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pertaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui 
Penyedia (Berit» Negcira Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
7€2); 

24. Peraturan Le, ·ibaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pernerintah Re »ublik lnconesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang 
Kcitalog Elektror k (Be.tta Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 764); 

25. Peraturan Le, ·,baga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Re:,ublik lnconesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penc.adaan 13arang/Jasa yang Dikecualikan pada 
Pe.nqadaan Bar ang/Jasc1 Pemerintah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahur1 2018 Nomor 765); 

26. Peraturan Le, ·,baga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Re:,ublik lnconesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang 
P( ngadaan Bare: ng/Jasa dalam Keadaan Darurat (Serita Negara 
Rf~ublik Indonesia Tahu 1 2018 Nomor 766); 

27. Peraturan Le, ·1baga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Re:,ublik lnconesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang 



PER TURAN BUFATI TENTANG MITIGASI RISIKO PENGADAAN 
BAR NG/JASA DI LING~:UNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
BUTON TENGAH. 

Unit Kerja Pe1,qadac n Sarang/Jasa (Serita Negara Republik 
In fonesia Tahur 201 e Nornor 767); 

28. Peraturan Le ··1baga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Republik lnclonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang 
Pelaku Pengac aan Sarang/Jasa (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 l~omor 768) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturm Lernbaqa Kebijakan Pengadaan Sarang/Jasa 
Pemerintah Republik lnclonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Perubahan AtB:3 Pe ·aturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Bmang/Jasa P :imerintar Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 
2C 18 tentang 1=1elaku P1~ngadaan Barang/Jasa (Serita Negara 
RE publik lndone sia Tahun 2019 Nomor 1659); 

29. Peraturan Le --,baga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Republik lnclonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Agen Penqadaan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Ne mor769); 

30. Peraturan Le "tbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Republik lnclonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Scmksi Daftar H tam Pen ~adaan Barang/Jasa Pemerintah (Serita 
N Jgara Republ I< Indonesia Tahun 2018 Nomor 770); 

31. Peraturan Le "1baga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah Republik lnclonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang 
Layanan Pe, :1elesaia11 Sengketa Kontrak Pengadaan 
Barang/Jasa F' emerintan (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Norior 771); 

32. P ... raturan Daeah Kabuoaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 
2Ci 16 tentang Pembe1ntukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Butcn Ten Jail; 

33. P xaturan Bup.:iti Nome- 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, 
Susunan Orqausas! Tugas dan Fungsi serta Tata Ke~a 
Sekretariat Dae rah Kabu oaten Buton Tengah. 

Menetapkan 



Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksuc denqan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Buton ·r angah. 
2. Pemerintah Daerar adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pem .. rintah Daera. 
3. Bupati adalah Bupat Buton Tenqa ·1. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretars Daerah Kabupaten Buton Tengah. 
5. Organisasi Peranqkat Daerah r :mg selc.njutnya disingkat OPD adalah unsur 

pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pernerirr.ahan )'arg menjadi kewenangan daerah. 

6. Pengadaan Barang/Jasa Perne 'intah y mg selanjutnya disebut Pengadaan 
Barang/Jasa adalah keqiatar untuk memperoleh Barang/Jasa oleh 
Kementerian/l.ernba.ja/Satuan Kerja Peranqkat Daerah/lnstitusi yang prosesnya 
dimulai dari perencanaan kebutuh..n sarr pai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk 
memperoleh Barang 'Jasa. 

7. Bagian Pengadaan r3arang Jasa )'ang selaniutnya disingkat BPBJ adalah Bagian 
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Tengah yang 
berfungsi urr.uk rr elaksanakan tuqas nelaksanakan penyiapan perumusan 
kebijakan daerah, penqkoordinnsian pelaksanaan tugas perangkat daerah, 
pelaksanaan peman auan, dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang 
dan jasa, pengelolaan layanan pengada an secara elektronik, pembinaan dan 
advokasi pen adaar barang dan ~ i:1sa. 

8. Pakta lntegritas adaiah surat perrr.ataan ya,g berisi ikrar untuk mencegah dan tidak 
melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisms clalam Pengadaan Barang/Jasa. 

9. Pengguna Arggara:i yang selar ;utnya di sinqkat PA adalah Pejabat Pemegang 
Kewenangan pengg .maan anggar an un tuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi 
Perangkat Daerah y ng dipimpinr '1'a. 

10. Kuasa Pengguna Anggaran yan!; selanju1 nya disebut KPA adalah Pejabat yang 
diberi kuasa .rntuk melaksanakan sebaqian kewenangan penggunaan anggaran 
dalam melaksanaka 1 sebagian tu.ias dan fungsi Perangkat Daerah. 

11. Pejabat Pembuat Kcmitmen yang secars urnum disingkat PPK selanjutnya disingkat 
PPK dalam peraturan Bupati ini ct .lalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA 
untuk mengarr1bil keputusan danla1i::U melak, .Jkan tindakan yang dapat mengakibatkan 
pengeluaran anggaran belanja negarn/anggaran belanja daerah, dan merupakan entitas 
berbeda dengan Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah. 

12. Pejabat Pena.ausahaan Keuangc n Organisas: Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPK-OPD adalah pejaba: yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan 
pada OPD dan merupakan entitas berbeda jari PPK. 

13. Pejabat Pelaksana T eknis Kegiatc ··1 yang se lanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat 
pada unit kerja Pera-iqkat Daerah vang me aksanakan satu atau beberapa kegiatan 
dari suatu program sesuai dengan bidang t Jgasnya. 

14. Unit Kerja Pengada n Baranq/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit 
kerja di Kementrian. Lembaga/Pe --ierintah Jaerah yang menjadi pusat keunggulan 

Bauian Psrt.sma 
Peng ertian dar lstilah 
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Pengadaan Barang/,Jasa. 
15. Unit Kerja Pengada n Baranq/Jas.a Katiupaten Buton Tengah selanjutnya disebut 

UKPBJ Buton Tengah adalah uni': kerja di <abupaten Buton Tengah yang menjadi 
pusat keung ... ulan Pengadaan Earan~1/Jasa yang memiliki karakter strategis, 
kolaboratif, berorientasi pada kinerja, pros ktif, dan mampu melakukan perbaikan 
berkelanjutan sehinqqa merupaka 1 pen do ·ong bagi penciptaan nilai tam bah dan 
manfaat dalam kegiatan penqadaa 1 barnng/jasa di Kabupaten Buton Tengah. 

16. Kelompok Kerja Pemilihan selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya 
rnanusia yang dite-apkan oleh oirnpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan 
Penyedia. 

17. Pejabat Pengadaan adalah pejat-at admin strasi/pejabat fungsional/personel yang 
bertugas melaksana an Penqadae.n Lan~slJng, Penunjukan Langsung, dan/atau E­ 
purchasing. 

18. Pejabat Pem .. riksa Hasil Pekeriuan y,m~1 selanjutnya disingkat PjPHP adalah 
pejabat adrrunistrasi/pejabat furgsional/personel yang bertugas memeriksa 
administrasi hasil pexeriaan Peng.::daan Ba ·ang/Jasa; 

19. Panitia Pemer ksa H sil Pekerjaan ~,ang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang 
bertugas memeriksa administrasi ,·.asil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa; 

20. Pengelola Pengadaan Barang/Ja ~.a ads Ian Pejabat fungsional yang diberi tugas, 
tanggung jaw' b, wewenang, dan ·1ak secara penuh oleh pejabat yang berwenang 
untuk melaksanakan pengadaan b:1rang1jasa; 

21. Rencana Umum Pengadaan Baranq/Jasa ·fang selanjutnya disingkat RUP adslah 
daftar rencana pengadaan baranq.jasa yang akan dilaksanakan oleh 
Kementrian/Lembaga/ Perangkat :: aerar.; 

22. Layanan Pengadaan Secara El1:·ktronik adalah layanan pengelolaan teknologi 
informasi un1uk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara 
elektron ik; 

23.Aparat Pengawas I tern Pernerintah :1ang selanjutnya disingkat APIP adalah 
apparat yang melak kan penqawasan mel alui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, 
dan kegiatan peng wasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi 
pemerintah; 

24. Risiko adalah kemungkinan kejac ian yanq mengancam pencapaian tujuan dan 
sasaran instar.si pe erintah. 

25. Risiko Operas.onal adalah risiko y~mg diakibatkan oleh kegagalan dari pelaksanaan 
operastonat pedoman dan kega~ialan dari pelaksanaan prosedur yang meliputi 
proses, sisterr, personel, atau kejadian eksternat pada aktivitas proses bisnis atau 
kesalahan dalam pengelolaan dar sistern manajemen. 

26. Risiko Finansial atau risiko keuanqan adalah risiko yang diakibatkan oleh kondisi 
pasar berdasarkan pada proses p,3rgemkan negatif komponen- komponen pasar, 
seperti nilai tukar m ta uang terhadap riata uang asing, tingkat suku bunga, nifai 
ekuitas pasar modal, dan nilai kom oditas 

27. Risiko kepatuhan acalah risiko yarg diakib.atkan oleh keterlambatan, pelanggaran, 
atau ketidaksesuaian terhadap perjan ian, peraturan, dan perundangan yang 
berlaku, baik sifatnya berupa eksternal dan/atau internal. 

28. Manajemen risiko adalah proses yang proaktif dan kontinu meliputi penetapan 
tujuan, identifikasi, analisis, eva .iasi, oenanqanan, monitoring dan reviu yang 
dijalankan unti rk me gelola risiko .tan po:ensinya. 

29. Proses manajemen isiko adalah suatu proses yang bersifat berkesinambungan, 
sistematis, log1s, dan terukur yang digunaka n untuk mengelola risiko di instansi. 



I: agian Kedua 
Ma« 3Ud dan Tujuan 

Pasal :~ 

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini ad.alah sebagai acuan bagi pejabat dan/atau 
pegawai pada Pemerintah Daeran untuk pengembangan kebijakan, perencanaan 
struktur, funqsi manajemen ris 1 <o, si stem dan prosedur yang terkait dengan 
penerapan me najerren risiko dala ·n linqkup Pengadaan Barang dan Jasa. 

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah : 
a. secara terintegrasi dalam aktifit:1s orqanisasi dapat mengantisipasi dan menangani 

segata ben1uk risi o dalam ling~:lJP Penqadaan Barang dan Jasa secara efektif dan 
efisien; 

b. Secara terstruktur dan kornr '"ehensif dapat mengidentifikasi, menganalisis, 
mengevaluasi, dan mengendalilcan risiko dalam lingkup Pengadaan Barang dan 
Jasa serta memantau aktivitas penqendaiian risiko. 

c. Memastikan terdapatnya kerar qka pi cir pedoman pengelolaan risiko yang dapat 
dikostumisasi sesuai kebutuhc n secara proporsional pada pengadaan barang I 
jasa Pemerintah Kabupaten l:,uton Tengah, sehingga dapat dilaksanakannya 
pengelolaa risiko yang spesi 'ik, terukur, dapat dicapai, realistis, relevan, dan 
memiliki ukuran waktu yang . ,3las fa rig terkait dengan pencapaian sasaran 
organisasi. 

d. Agar dapat menghasilkan ~'!°aktek pengelolaan risiko yang terkelola dan 
terdokumentasikan dan menjacli sarana oernahaman masalah secara inklusif oleh 
pihak-pihak terka:t yang memi <i ker aqaman pengetahuan, sudut pandang, dan 
persepsi yang rel van untuk di1:,ertimbangkan. 

e. bertujuan untuk memastikan terciptanya dokumen kebijakan pengelolaan risiko 
yang dibuat secara berkala dar terdokumentasi, sehingga secara akuntabel risiko 
dapat dikelola dan diketahui fi:~jauh mana capaian perkembangan yang tetah 
terlaksana untuk menyikapi r siko baru yang muncul, berubah, hilang seiring 
dengan perubahan kontekstual int err al dan eksternal terhadap organisasi 

30. Profil risiko adalah penjelasan tenlang total paparan risiko yang dinyatakan dengan 
tingkat risiko dan trennya. 

31. Profil risiko dilakukan pada tahap penge na Ian risiko dan tahapan tindak lanjut risiko 
sesuai dengan selera risiko. 

32. Selera risiko (risk a~petite) adalah ingkat ri siko yang bersedia diambil instansi dalam 
upayanya mewujudkan tujuan da ·, sasa 4an yang dikehendakinya. 

33. Proses profil risiko pada tahap asesm en risiko menghasilkan tingkat risiko pada 
risiko awal (inherent risk). 

34. Proses profit risiko ada tahap tir dak lan]. t risiko menghasilkan tingkat risiko pada 
risiko tersisa {residual risk) 

35. Retensi risiko adalai keputusan untuk rnenerima dan menyerap suatu risiko. 
36. Risiko residual atau risiko sisa ada ah risiko yang tersisa setelah tindakan 

pengendalian risikc dilaksanakan, penge rdalian risiko sisa dilaksanakan hingga 
mencapai tingkat ri iko yang da oat diterirna berdasarkan selera risiko yang telah 
ditetapkan. 

37. Risiko turuna i adalah risiko yang Jiakibatkan oleh kegagalan dan/atau tidak adanya 
pengendalian risiko secara internat. 



Pasal L. 

(1) Setiap OPD wajib rnenyelenqqarakan marajemen risiko, khususnya terkait pada 
proses pengadaan barang/jasa da ·, pelaksa naan kegiatan. 

(2) Manajemen risiko sebagaimana di, taksud p ada ayat (1) meliputi tingkat OPD1 tingkat 
kegiatan, dan pada p oses Penqaclaan Baranq/Jasa Pemerintah. 

(3) Penyelenggarn manajemen risiko rada ti 1g~~at OPD dikoordinasikan oleh PA. 
(4) Penyelenggara man jemen risiko pada tingkat proses Pengadaan Barang/Jasa 

Baqian Keempat 
Penyelenq.; .ara M anajernen Risiko 

Pasal ~· 

Penerapan manajemen risiko dilakuka -1 denqar memperhatikan prinsip : 
a. ketaatan dan terinteg asi dengan ~' sraturan ::,erundang-undangan; 
b. melaksanakan pendekatan terstrul.tur dan komprehensif yang berkontribusi terhadap 

hasil capaian yang konsisten clan dapat dibandingkan dari waktu ke waktu 
(berorientasi jangka panjang); 

c. penyesuaian secara ontekstuaf d? n proper sional terhadap sasaran; 
d. mempertimbangkan masukan info: masi secara inklusif; 
e. dinamis; 
f. memastikan keterseoiaan informas.: 
g. memperhatikan perilaku dan budava sumber daya manusia pada tiap tingkatan; 
h. peningkatan dan perbaikan berke. anjutsn nelalui pembelajaran dan pengaJaman; 

dan 
i. mempertimbangkan aspek manfas dan biaya. 

Bagian Ketiga 
Prinsip Pener apan Vlanajemen Risiko 

pengadaan baran /jasa pemeri · tah. 
f. pengelolaan risiko terdokume ntasi ya11g dilaksanakan berpedoman dengan 

Peraturan Bupati mi dimaksudkan untuk melaksanakan perbaikan berkelanjutan, 
termasuk didalamnya menganti:;ipasi, 11endeteksi, menyadari dan merespon pada 
perubahan inamis secara tepat dan a ku ·at. 

g. memastikan terdo! umentasikanr· ya dan mendorong kewajiban untuk menyediakan 
informasi terkait risiko penqade.an bararu I jasa dan proses-proses terkait, baik 
berupa informasi di masa talr., intorrr asi pada permasalahan yang sedang 
dihadapi, hingga . emungkinan cejadian di masa mendatang guna memberikan 
dukungan informasi yang relevan k spada pemangku kepentingan untuk 
menghadap1 keterbatasan dan ketida kpastian dalam proses pengambilan 
keputusan. 

h. rnenetapkan pedoman perilaku dan budaya dalam aspek pengelolaan risiko secara 
norrnatif untuk keseluruhan lini aspek perqelola risiko pada organisasi pengadaan 
barang/jasa peme intah. 

i. memastikan kelangsungan pi: ngelo aa n risiko yang mendukung perbaikan 
berkelanjuts n mets lui pembelaieran dan pengalaman. 



Berdasarkan karakteristik, tugas, funqs setiap O PD lingkup Pengadaan Barang dan Jasa 
dan risiko yang dihadaoi serta kondi :,i lingkungan pengendalian, strategi penerapan 
manajemen risiko meliputi: 
a. melakukan penilaian risiko dan penjendatian risiko yang mempunyai dampak negatif 

yang signifikan terhadap pencapala 1 tujuan dan sasaran lingkup Pengadaan Barang 
dan Jasa yang telah ditetapkan; 

b. menyiapkan sarana dan prasarana ',·ang me: puti sumber daya manusia, infrastruktur, 
dan standar operasio. al prosedur I ingkup Pnngadaan Barang dan Jasa; 

c. mengintegrasikan manajemen risiko ltn~1kup Pengadaan Barang dan Jasa datam 

Pasat 6 

BAE; II 
STRATEGI PENEl;'.APAM MANAJEMEN RISIKO 

Pascd 5 

(1) Setiap Pejabat dalam organisasi p13ngacaan wajib menyelenggarakan manajemen 
risiko pengada· n bar ng jasa pernerintah. 

(2) Manajemen risiko pengadaan bararg jasa psmerintan ayat (1) meliputi tingkat OPD, 
Pejabat Pengadaan, Unit Kerja Panqadaan Barang/Jasa (UKPBJ), PPHP, PjPHP, 
LPSE dan lainnya yang terlibat paca ma sin ~-masing tingkat kegiatan pelaksanaan 
kegiatan penge.daan I arang dan jasa pemerintah. 

(3) Penyelenggara manajernen risiko pada lingkup Pengadaan Barang dan Jasa adalah 
masing ... masing piha pimpinan selaku ~ ada tingkatannya sebagai Pengguna 
Anggaran!Kua .. a Pengguna An£qaran, f>ejabat Pembuat Komitmen, Pejabat 
Pengadaan/kelompok kerja Pemilihan, dan LPSE. 

(4) Penyelenggara manajernen risiko pada tingkat OPD dikoordinasikan oleh PA. 
(5) Penyelenggara manaiemen risiko clalam OPD pada tingkat paket pekerjaan 

Pengadaan Barang dan Jasa adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 

BE1gian Kel ma 
Penyelenggara fvlanajemen Ri ~.iko Penc adaan Ba rang dan Jasa Daerah 

dilaksanakan oleh para pelaku penuadaan b aranq I jasa, meliputi : 
a. Penyelenggara manajernen r,:3iko pa fa tingkat Perencanaan Pengadaan 

barang/jasa dilaksanakan oleh F1A dar /atau KPA dan dapat dibantu oleh PPK; 
b. Penyelenggara manajemen risiko pada tingkat Persiapan dilaksanakan oleh 

PA/KPA, PPK, Agen Pengadaar, Pejabat Pengadaan, dan/atau Kelompok Kerja 
Pemilihan pada Unit Kerja Penqadaan Ba rang I Jasa pada masing-masing lingkup 
tugas, fungsi, dan kewenanganr ta; 

c. Penyelenggara manajemen ris «o pada tingkat Pelaksanaan dilaksanakan oleh 
PA/KPA, PPK, Ag n Pengadaa ·, Pejaba: Pengadaan, Kelompok Kerja Pemilihan 
pada Unit Kerja Pengadaan 13arang/Jasa, Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil 
Pekerjaan cada masing-masing ingkup t Jgas, fungsi, dan kewenangannya; 

(5) Penyelenggara manajemen risiko pada t ngkat kegiatan adalah Pejabat Pelaksana 
Teknis Keqiatan (PPTK), Penyelt: 1ggara Swakelola, dan/atau Tim Teknis yang 
dibentuk. 



Pasal ~' 

( 1) Dalam rangka strategi penerapan rnanaiemen risiko pengadaan barang dan jasa 
sebagaimana dimak ·ud dalam Pasal 7 hu ·uf b, setiap Kepala OPD di lingkungan 
Pemerintah Daerah Buton Tengah harus monyiapkan kompetensi instansi. 

(2) Penyiapan kompetensi instansi :,ebagair1ana dimaksud pada ayat (1) harus 
mendasarkan pada 2 (tiga) elemer meliput : 
a. sumber da. a manusia; 
b. infrastruktu r; dan 
c. standar op ... rasional prosedur. 

Pasat 8 

(1) Kriteria risiko pengadaan barang ,::an jasa pemerintah yang diretensi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling secikit meliputi hal : 
a. memiliki tinnkat konsekuensi pal ng tinqgi atau tidak melebihi pada level yang telah 

ditetapkan untuk diretensi sesu :1i denga, toleransi dan selera risiko pengadaan 
barang dan jasa OPD yang telat· ditetapkan; 

b. terdapat perlindungan hukum yrn1g mernsdai mencakup regulasi dan/atau kontrak; 
dan 

c. OPD dapat memastikan denqar tingkat keyakinan tinggi bahwa tidak akan terjadi 
kegagalan pengadaan barang .lan jasa pada pegawai, proses, dan sistem yang 
ada. 

(2) Kriteria risiko pengadaan barang dan jasa yang ditransfer sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (2) paling sedll.lt meliputi hal: 
a. risiko residual yang tidak dapat fiterirna sesuai dengan toleransi dari risiko OPD ; 

dan 
b. OPD tidak mernihki sumber dava yar,g nemadai untuk membiayai konsekuensi 

risiko pengadaan barang dan jct :,a ya rig cliperkirakan. 

Pasal7 

( 1) Penilaian risiko dan pengendalian r siko s abagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf 
a, meliputi : 
a. upaya penilaian dan rnenqe 'idalikan risiko pengadaan barang dan jasa 

pemerintah yang membawa konsekuer.si negatif terhadap pencapaian tujuan 
OPD dan sasarar kegiatan; dan 

b. kepastian bahwa seluruh risiko te ah teridentifikasi dan terdapat program 
pengendalian yang terencana Jan terukur untuk menjaga agar risiko tersebut 
berada paca ting"'-at toleransi risiko yc1ng telah ditetapkan. 

(2) Berdasarkan hasil penilaian risiko sebaqaimana dimaksud pada ayat (1 ), dilakukan 
penanganan risiko p ngadaan barnng dan jasa pemerintah. 

perencanaan, pelaksanaan, pertanqqunqjs waban program dan kegiatan untuk 
mencapai tujuan serta sasaran yann telah di1etapkan; dan 

d. melakukan pemantauan secara terus rr enerus untuk perbaikan pada saat 
pelaksanaan, pertanggungjawaban, atau untuk bahan perencanaan berikutnya pada 
lingkup Pengadaan B rang dan Jas :1. 



Pasal 14 

ldentifikasi risiko sebagaimana dirna <sud dal.arn Pasal 12 huruf b, dilakukan dengan 
mengidentifikasi -isiko OPD dan risilro ling <up Pengadaan Barang dan Jasa dengan 
tahapan rneliputi 
a. mengidentifikasi keqiatan, penyebab, can proses terjadinya peristiwa risiko yang 

dapat menghalangi menurunkai, atau menunda tercapainya tujuan OPD dan 
sasaran kegiatan; dan 

b. mendokumentasika proses iden1 ilikasi isi co dalam sebuah daftar risiko. 

Pasal 13 

(1) Penetapan tujuan s bagaimana dirnaksud dalam Pasal 12 huruf a, diperlukan untuk 
menjabarkan ·:ujuan OPD dan sasaran k13gi atan. 

(2) Tahap pelaksanaan penetapan tuiuan sebaqairnana dimaksud pada ayat (1) harus 
mempertimbangkan : 
a. lingkungan internal dan eksterr al; 
b. tugas dan fungsi OPD; dan 
c. pihak yan~1 berk pentingan. 

Pasal 12 

Dalam penerapan rnanajernen risiko cl .lakukan fenqan proses yang meliputi : 
a. penetapan tujuan; 
b. identifikasi ris-ko: 
c. analisis risiko: 
d. evaluasi risiko: 
e. penanganan risiko; an 
f. pemantauan an re iu. 

Pasal 11 

(1) Dalam rangka penerapan manajernen risi <O fang efektif dan efisien, dilakukan proses 
manajemen risrko secara terus mer erus, sistematis, logis, dan terukur terutama pada 
program dan kegiatan. 

(2) Program dan egiat n sebagaime ·1a dimak sud pada ayat ( 1) adalah program dan 
kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama. 

BAB II 
PROSES ~,lANA.JEf JlEN RISIKO 

Pasa 10 

Strategi pengintegrasian proses mane .. ernen risiko ke dalam proses kerja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menjHdi bacian yang tidak terpisahkan dari operasional 
dan proses pengambilan keputusan. 



Pasal ·s 
(1) Analisis risiko sebagaimana dimal.sud dalam Pasal 12 huruf c. dilakukan dengan 

menilai risiko dari sis I tingkat risikc 
(2) Tingkat risiko sebagaimana din aksuc ~ ada ayat ( 1) ditentukan berdasarkan 

kemungkinan ·:erjadinya risiko dan lingkat dampaknya. 
(3) Tahap pelaksanaan analisis risikc sebaga mana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

kegiatan: 
a. menetapkan jeni · analisis risit.o sesua tujuan, ketersediaan data, dan tingkat 

kedalaman analisis risiko yang dilaku can; 
b. melakukan analisis risiko terhsuap si.rnber risiko; 
c. mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem dan mekanisme pengendalian baik 

proses, pe:alatar, dan praktik ~·ang a fa; 
d. melakukan analisis teriadap tesarnya kemungkinan terjadinya 

(likelihood; suatu risiko dan darnpaknya 
e. melakukar anali is terhadap tinqkat sustu risiko; 
f. melakukan analisis terhadap pr ofil risikc atau peta risiko; dan 
g. melakukan analisis terhadap .inqka: risiko gabungan (komposit) untuk setiap 

kategori risiko. 
(4) Jenis anatisis risiko sebagaiman ;1 dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat berupa 

analisis kualitatif, semi kuantitatif atau anatisis kuantitatif kemungkinan terjadinya dan 
dampak. 

(5) Anatisis terhadap ke nunqkinan terjadiny a risiko dan dampak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf d, dilakukan dengan menggunakan metode skala yang telah 
ditetapkan untuk setiap kategori c.enqan parameter yang telah ditetapkan. 

(6) Analisis terhadap tingkat risiko sel.aqairuana dimaksud pada ayat (3) huruf g, diukur 
dengan menggunakan dua dimer s.i, rnelipi ti : 
a. kemungkinan terjadinya risiko )1ang «inyatakan dalam frekuensi; dan 
b. tingkat dampak. 

(7) Kemungkinan terjadinya risiko sebaqairnana dimaksud pada ayat (6)huruf a terbagi 
atas kategori dan memiliki nilai sebaqai berikut : 
a. hampir tic!ak pernah terjadi (u:,fikely) de ngan nilai sebesar 1 (satu) untuk kejadian 

dengan frekuensi hingga dua kali dalam setahun; 
b. jarang terjadi (possible) denuan ni ai sebesar 2 (dua) untuk kejadian dengan 

frekuensi antara tiga hingga enarn kali dalam setahun; 
c. sering terjadi (likely) denqan nilai s sbesar 3 (tiga) untuk kejadian dengan 

frekuensi antara tujuh hingga lima betas kali dalam stahun; 
d. Hampir pasti t rjadi (alrnos: certain) dengan nilai sebesar 4 (empat) untuk 

kejadian denqan frekuensi arara lima oelas kali dalam setahun; 
(8) Dampak terjadinya isiko sebaga i mana dir-rakeud pad a ayat (6) huruf b terbagi atas 

kategori dan memiliki nilai sebag =ii berikut : 
a. tidak signifikan denqan nilai sebesar 1 (satu); 
b. rendah dengan nilai sebesar ;: (dua); 
c. sedang aengar nilai sebesar :3 (tiga); 
d. tinggi dengan nilai sebesar 4 rempat): 
e. sangat berisiko dengan nilai sebesar ~, (lima); 

(9) Tingkat risiko sebagaimana dim :1ksud pada ayat (6) dirumuskan dengan perkalian 
antara nilai kemungkinan terjadinva risi co sebagaimana disebutkan pada ayat (7): 

(1 O)Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandai warna, sebagai berikut : 
a. Risiko rendah dengan warns putih denqan nilai Tingkat Risiko antara O (nol) 



Pasc1I 19 

(1) Penanganan risiko sebagaimana c unaksud dalarn Pasal 12 huruf e, dilakukan dengan 
mengidentifikasi berbagai pilihan penanc anan risiko yang tersedia dan memutuskan 
pilihan penancanan risiko. 

(2) Tahap pelaksanaan penanganan risiko sebaqairnana dimaksud pada ayat (1) 

Pase.I 18 

(1) Evaluasi risiko sebagaimana din aksud dalam Pasal 17 ayat (1) menghasilkan 
keluaran (output) dalam bentuk hasil eva uasi risiko. 

(2) Hasil evaluasi risiko ·ebagaimana firnaksud pada ayat ( 1) berisi urutan prioritas 
risiko dan daftar risiko yang akan ditangani 

Pasal 1 ·7 

( 1) Evaluasi risiko seba aimana dims {Sud da am Pasal 12 huruf d, dilakukan untuk 
pengambilan keputusan mengenai oerlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih 
Ian jut serta prioritas penanqananny a. 

(2) Tahap pelaksanaan svaluasi risik » sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
kegiatan: 
a. menetapkan hal yang menjadi 1:,3rtimtiangan dalam melakukan evaluasi risiko, 

risiko ini dikenali ebagai risiko .awal atau disebut juga sebagai inherent risk; dan 
b. risiko awal atau inherent risk adalah risiko awal atau risiko bawaan sebelum 

diterapkan tindak !anjut I evaluasi risiko. 
c. melakukan evaluasi risiko secara ber~ ala. 

(3) Pertimbangan dalam melakukan e valuasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) meliputi : 
a. risiko yang perlu mendapatkan »enan ;1a11an; 
b, prioritas penanganan risiko; dai 
c. besarnya dampak penanganan risiko. 

Pasal 1Ei 

(1) Analisis risiko sebagaimana dims «sud dalam Pasal 15 ayat (1) menghasilkan 
keluaran (output) dalarn bentuk haBil anal sls risiko. 

(2) Hasil analisis risiko s -baqatrnana c imaksud oada ayat (1) berisi: 
a. identifikasi akar p rmasalahan; 
b. penentuan 1 ingkat risiko, profil ri siko, a tau peta risiko; dan 
c. masukan bagi p jabat penga --ibil keputusan untuk memilih berbagai pilihan 

penanganan risiko yang ada sesuai bobot biaya dan manfaat, peluang dan 
ancaman. 

hingga kurang dar i 2 (dua); 
b. risiko renda h den an warna hijc .1 denc an nilai Tingkat Risiko antara 2 (nol) hingga 

kurang dari 7 (tuji.h); 
c. risiko sedang dengan warna kuning Tinq.cat Risiko antara 7 (tujuh) hingga kurang 

dari 15 (lima beta: ); dan 
d. risiko sanq: t tinggi dengan waria merah Tingkat Risiko diatas 15 (lima belas). 



Pascil 2::> 

(1) Pemantauan dan revu sebagaimar a dirnaksud dalam Pasal 12 huruf f, dimaksudkan 
untuk memastikan bahwa manajernen risikc telah dilaksanakan sesuai rencana. 

(2) Tahap pelaks· naan pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. pengendalian rutin pelaksanaa ·1 penanoanan risiko pengadaan barang dan jasa 

dengan cara membandingkan antara kinerja aktual pengadaan barang dan jasa 
dengan kinerja pengadaan barunq dan jasa yang diharapkan; 

b. pemantaua n efektivitas sem ua langk ah dalam proses penanganan risiko 
berdasarkan laporan pelaksan aan ta hap sebelumnya guna memastikan bahwa 
onontas penanganan risiko masih selaras dengan perubahan di dalam lingkungan 
kerja; 

c. hasil pengendalian rutin pelaksanaar penanganan risiko dan pemantauan 
efektifitas memberikan kondisi sesudah pengendalian, dan sebagai hasil 
pelaksanaan pengendalian aka 1 muncul tingkat risiko setelah pengendalian atau 
disebut risiko tersisa I residual risk. 

d. Pemantauan dar reviu yang , .enqh.ss: kan tindakan pengendalian risiko dalam 
lingkup pe-iqada: n barang dan jasa pemerintah dilaksanakan dengan mengacu 
kepada peraturan-perundangar yang berlaku 

e. pemantaus n dan reviu dilakuke.n dan dil aporkan secara berkala. 

difakukan dengan m nentukan je,, s pilihan penanganan risiko berdasarkan hasil 
penilaian risiko. 

(3) Penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fokus pada penanganan 
akar permasatahan d, n bukan hanya gejctla oermasalahan. 

(4) Tindakan pena-iqanan risiko dalarr penyeles.aian permasalahan disesuaikan dengan 
lingkup kerja dan peran dalam penqa da an barang dan jasa sesuai dengan 
kewenangan Y' ng diberikan dan tel ah dia:ur dalam peraturan dan perundangan yang 
bertaku. 

(5) Tindakan penangana 1 risiko utarna dan/atau tindakan penanganan risiko tambahan 
mempertimbangkan adanya kemunqkinan risikc tersisalresidual risk. 

(6) Tindakan Penanganan risiko y:1ng cap at dilaksanakan secara garis besar 
sebagaimana isebutkan dalam pc, :;al 7 ayat (2) adalah tindakan pengendalian yang 
memiliki kategori pengendalian secara garis besar terkategorikan sebagai berikut: 
a. Menghindari (avoid) merupakan tindakan pengendalian risiko dengan tidak 

melakukan suatu aktivitas atau r-iemilih sktivitas lain dengan keluaran yang sama 
untuk menghindar terjadinya rls 11<0. 

b. Pengendalian tcomrot; atau Mi1iqasi (mit,gate) merupakan tindakan pengendalian 
risiko dengan me gurangi darnrak me upun kemungkinan terjadinya risiko melalui 
penerapan suatu istem kerja, <·3bijakan dan/atau peraturan. 

c. Pengalihan (transfer) merupakan tindakan pengendalian risiko dengan 
mengalihkan selu uh atau sebaqian tanogung- jawab pelaksanaan proses diluar 
dari pemilik risiko asal (pihak kE;1:iga). 

d. Diterima (eccept, merupakan risiko yc1ng dapat diterima I diputuskan untuk 
diretensi se·hingga tidak ada tine akan ya 19 dilakukan karena manajemen menilai 
bahwa hat tersebut tidak mer imbulkan masalah dikarenakan tidak melampaui 
selera risiko yang telah ditetapkan. 



Pasctl 25 

(1) Laporan Penerapan manajemen nsiko oenqadaan barang dan jasa sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 24 sekurang-kurangnya bsrisikan bagian-bagian sebagai 
berikut: 
a. Periode waktu laporan 
b. Latar Belakang 
c. Tujuan 
d. Definisi 
e. Ruang Linqkup 
f. Prinsip Dasar Da·1 Penetapan ~:;elera Risiko 
g. ldentifikasi Risiko 
h. Perencanaan Pengelolaan Risi-;o 
i. lmplementasi Pengelolaan Risi «o 
j. Perbaikan Berkelanjutan 
k. Pihak terk it pemegang risiko :Ian upaya komunikasi dan konsultasi 
l. Resume Tabel ldentifikasi Risiko 

Pas2124 

Laporan penerapan manajemen risiko sebaqaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) 
disampaikan kepada Bagian Penga:laan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah dan 
lnspektur Pemerintah Daerah; 

Pasal2:3 

(1) Setiap OPD wajib me.nbuat laporar penerapan manajemen risiko lingkup Pengadaan 
Barang dan Jasa. 

(2) Laporan penerapan manajemen risiko lingkup Pengadaan Barang dan Jasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat '.1) ter fin atas: 
a. laporan identifikasi risiko dan ar alisis risiko lingkup Pengadaan Barang dan Jasa; 

dan 
b. laporan rencana penanganar dan rencana pemantauan penanganan risiko 

lingkup Pengadaan Barang dan Jasa. 

Pasa 2:! 

Dalam upaya mengukur kinerja penerapan rnanajemen risiko pengadaan barang dan 
jasa di lingkungan Pemerintah Daeral dilakuks n evaluasi oleh lnspektorat Daerah dan 
Bagian Pengadaa n Barang dan Jasa secara berkala atau apabila diperlukan yang 
mencakup evaluasi atas implementasi rnanajerr en risiko untuk menjamin efektivitasnya. 

BAB Ill 
EVALUA~il DAN PELAPORAN 

Pemantauan dan reviu sebagaimana .lirnaksuc dalam Pasal 20 ayat (1) menghasilkan 
keluaran (output) dalarn bentuk lapora ·1 hasil monitorinq dan reviu. 

Pasal21 



SERITA DAERAH KABUPATEN BU ·oN TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 

D/ KABUPATE.'~ BUTOI~ TENGAH, 

Diundangkan di Labun kari 
pada tanggal 
s 

Ditetapkan di Labungkari 
pada tanggal 

Agar setiap oran .. mengetahuinya, m ernerintar kan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatanny dalam Berita Daerah l(abupaten Buton Tengah. 

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pa:.a tan~1gc I diundangkan. 

PasalL7 

Pasal26 

Deskripsi analisis terha ap tingkat risi-to (profil risiko), Visualisasi matrik tingkat dampak 
dan kemungkinan terjadinya risiko, s.erta For nat dan Tabel ldentifikasi Dan Analisis 
Risiko untuk Baqian Pengadaan Baranq dan Jasa dan OPD sebagaimana tercantum 
sebagai lampiran dan merupakan baqian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB VII 
KETENTUAN DAM PENUTUP 

(2) Perbaikan berkelanjutan dilaksanal.an denqan monitoring pengendalian risiko secara 
berkala yang dilaksanakan berdasurkan per cernbanqan (progress) status. 

(3) Resume tabel identi ikasi risiko s:ibagai11ana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1) 
huruf k adalah rnenqs cu pada keia: ian yang telah dinarasikan pada huruf a, b, c, d, e, 
f, g, h, I, j, dan k yang selanjutnys dituanqkan dalam Format dan Tabel ldentifikasi 
Risiko 



s OPERASIONAL KINERJA 

griya Menimbulkan Menimbulkan 
cngku kegagalan 75% penundaan 

proses operasional aktivitas (proses 
rhadap organisasi atau tidak dapat 
t secara berdampak pada dijalankan lebih 

seluruh organisasi dari 2 (dua) 
pengadaan bulan) 
barano/iasa 

atif yang Menimbulkan Menimbulkan 
e.cayaan gangguan antara 50- penundaan 
tingan 75% proses aktivitas (proses 
rtiadap operasional organisasi tidak dapat 

atau berdampak dijalankan 
terbatas pada dua maksimum 
pelaku operasional selama 2 ( dua) 
organisasi pengadaan bulan) 
baranq/iasa 

Ettif yang Menimbulkan Menimbulkan 
a uhi gangguan antara 25- penundaan 
j,,kan 50% proses aktivitas (proses 
t operasional organisasi tidak dapat 

atau berdampak dijatankan 
terbatas pada satu maksimum 
pelaku operasional selama 2 (dua) 
organisasi pengadaan minggu) 
barang/jasa 

ritaan Menimbulkan Menimbulkan 
!I sedikit gangguan antara 10- penundaan 
nerja 25% proses aktivitas (proses 

rganisasi operasional organisasi tidak dapat 
atau berdampak dijalankan 
terbatas pada satu maksimum 
pelaku operasional selama 5 (lima) 
organisasi pengadaan hari) 
barano/iasa 

ritaan Menimbulkan Menimbulkan 
.Iak dapat gangguan kecil pada penundaan 
inerja fungsi sistem terhadap aktivitas (proses 
rganisasi proses kerja namun tidak dapat 
tkan tidak signifikan dijalankan 
rcayaan rnaksimurn 
sasi selama 2 ( dua) 

hari) 

NILA! DESKRIPSI 

4 (empat) Terjadi lebih dari 15 kali 
dalam setahun 

3 (tiga) Terjadi hingga 15 kali 
dalam setahun 

2 (dua) Terjadi hingga 6 kati 
dalam setahun 

1 (satu) Terjadi hingga 2 kali 
dalam setahun 

1 (satu) Terdapat pernbe 
neg: ':if nami n ti 
rnerr.oenqaruhi ~ 

Jta,i xebijakun c 
n~1 menqa dbs 
r urunan kepe 
rt.: dap Orf ani 

L------ --- ··----· 

Ttdak Signift.,.an 
(Insignificant I 

Dampak Rend~ -2-(-du_a_)-+--T-e-rd,ipat pembe 
(Low I yanf ! negatif '.'an 
tmpact)/Ringan I mem:1engaruhi k 

atau -ebijakan o 
terk.ut 

Peml> »ritaan rieg 
dapa t nempe 19 
kiner ;, atau kebi 
orqamsasi ter'cai 13 

(tiga) Dampak Seda•1g 
(Medium lmpect) 

4 (empat) Pemberitaan neg 
menu· .mkan kep 
pemar ~ku kepen 
(stake ·1olders) te 
orgar i sasi 

Dampak Tingg 
(High lmpact)/Berat 

SKALA :{EPUTA 
NILAI TINGKAT 

DAMPAK (LEVEL 
DAMPAK1 _ 

Sangat Berdarrpak ~ (lima) Kemur1:luran/hiln 
(Extreme Impact)/ keperc.ryaan porn 
Sangat Berat kepen t nqan 

( stake r.olders) :e 
organ' s.asi terk.ai 
total 

------ --- ··-+-- 
Hampir Tidak Pernah Terjadi (Unlilrely) I 
L------- -~ 

Jarang Terjadi (Possible) 

Sering Terjadi (Likel1) 

I. DESKRIPSI ANALISI~ TERHADAP ·1NGKAT RISIKO (PROFIL RISIKO) 

NILAl PROBABILITAS/KEMUNGKii\JA 
1-----____._(LIKELI HOOD) __ 

Hampir Pasti Terjadi (Almost Certa n) 

LAMPIRAN PERATURAN BLPATI BUTON TE:NGAH 
NOMOR TAHUN2~0 
TENTANG : MAN,~JEMEN RISIKO PENG/DAAN 8/iRANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEt--. BUTON TENGL1H 



----- 
WARt:,..A LEVEL LEVEL DIMULAI DARI 

STATUS RISIKO 
Sangat Tin 4 15 
_Il!lgg_i 3 7 
Sedar 2 3 

1 1 -- ----- 

2 

3 

NO 
[ 

ST, 
1 Risi kc 
2 Risi kc 
3 Risi kc· 
4 Risiko 

INTERPRET.A.SI HASIL PERKALlhl\J KEMU~JGKINAN DAN DAMPAK (STATUS RISIKO) 

4 2 1 

-iarnpir Pasti 
erjadi ( .\!most 

Certain --- 
Sering 
Terjadi 
~e ....... l..L--_ 

Jarang 
Terjadi 

(Poss_ib_le~--­ 
-larnpt r Tidak 
ernah Terjadi 
~·-e~I ~~------L __...;...... 

5 
DAM PAK MATRIKS 

RISIKI 

I 
4 T 

z 
<( z 3 
~ o z 
::) 

2 ::\? w 
~ 

1 p 

-- --~--- -------------------, 
ANAUSIS 

') 4 X E 

ll. VlSUALISASI MATR1KS DAMPAK DAN KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO 

STATUS RISKO 
-------1-------------------- 

Sangat Tinggi (Extreme Risk) , Jika nilai probabilitas dikalikan nilai dampak 
lebir beser/sama dengan 15; 
Risil.o tidak dapat diterima dengan mitigasi 

-----,~-~ita:_;t_in~_i ~ 
Risiko Tinggi I High Risk) •· Jika nilai probabilitas dikalikan nilai dampak 

antara 7 sampai dengan 14.99; 
u Risiko 1idak dapat diterima dengan mitigasi 

_______ _Q!i_g_ ·ita; menen ah 
Risiko Sedanq (Medium Risk) ·• Jika nil 3i probabilitas dikalikan nilai dampak 

antara diatas angka 2 atau setara dengan 2.01 
sampa dengan 6.99; 

, Risi ko eta at diterima den an emantauan ----+-··----- 
Risiko Rendah (Low Risk} Jikc. nilai probabilrtas dikalikan nilai dampak 

lebi n k ecil/sarna dengan 2; 
,. Risi ko da at diterima tan a erlu emantauan 

KETERANGAN 
-----.---·------------------, 



4 Risiko Renda I I 

3 

2 

1 

t---~--,-,,...,..,.....,,.-"]lll....,.._~~ ...... --------------------- 
Dipertuka n suatu tindakan perbaikan yang terukur. 
Sistem yang telah ada tetap dilanjutkan, namun 
rencana 1 indakan erbaikan erlu diteta kan 

r- Dibutuhk an tindakan perbaikan dan rencana 
penqe.rnnanqan selanjutnya perlu dievaluasi secara 
berka a t------1.----:--"'•:-r----;-c'-.---,c-,--,---,----------------------< 
Perlu dianalisis apakah masih perlu dilakukan 
tindakan perbaikan atau organisasi melakukan 

~---.~___.... ........ 
0_.....................:._........._ 

........... __ _....,_ peneri~3an/retensi terhada risiko an ter"adi 
Perlu die nalisis apakah masih perlu dilakukan 
tindakan perbaikan, namun kemungkinan besar 
orqanisasi akan melakukan penerimaan/retensi 

______ : terha;!§f, risiko an ter'adi 

NILAI RISIKO 
DAS AR NO ,----TINDAKAN YANG DIPERLUKAN 

TINDAKAN PE GENDALIAN ATAS :iTATLS f~ISIKO 
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